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TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA PENERIMA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN SUMBAR SAKATO

Menimbang BT - ¥

Mengingat 1

KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2017

BUPATI PESISIR BELATAN,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato, di Kabupaten
Pesisir Selalan Tahun 2017, maka dipandang perin
menetapkan MNama - nama peserta  Program
Jaminan Kesehatan S8umbar Sakato Kabupatcn
Pesisir Selatan Tahun 2017:

bahwa berdasarkan surat Dinas Kesehatan Provinsi
Sumatera Barat Nomor 4515/SDK-PKLN/X-2016
tanggal 31 Oktober 2016 perihal Usulan Data
Kepesertaan .Jamkes Sumbar Sakato Tehun 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbazgaimana
dimaksud pada  huruf a dan b pecrhu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Undang — Undang Nowmor 12 Tahun 1956 terntang
Pemientukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

“langkungan Daerah Provinsi Sumeatera  Tengah

{(Lembaran Negara Republik Indonssia Tehun 1956
Nomor 235} Jis Undang - Undang Drt Nomor 2]
Tahun 1857 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang ~ Undang Nomor
58 Tahun 1958 {Lembaran  Negara  Rcpublik
Indonesia Tehun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Wegara Republik Indoncsia Nornor 1643);

Undang - indang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lemmbaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Nocgara Republik Indonesia Nomer 428854;
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indomesia  Tahun 2004 Nomor - 66, Tambsehan
Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinitahan Dacrah (Lembaran  MNepara  Republik
Indonesiz  Tabun 2014 Nemer 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Memor 5587)
sebagaimana telah boeberapa kall dirubah  terakhir
dengan  Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tenteng Perubzhan Kedua Atas Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pomeriniahan
Daerah  {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5678);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun G004 tentang
Perimbangan Keuanpan Antara Pemerintah  Pusat
dan  Pemerdneahan  Dacrsh  (Tembaron Negara
Republik  Indenesia  Tehun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
MNotmor 4438);

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 20H4 tentang
Sistem Jaminen Sosial Nasional [Lembaran Negars
Republik  Indonesiz  Tehun 2004 Nemer 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 fentang
Kesejahteraan Sosial (lembarun Negara Republik
Indonesta Tabun 2002 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negorn Republik Tndenesia Nomor 4967}

Undang — Undang Nomor 36 Tahun 20008 teniang
Kesehatan ({Lembaran Negara FRepublik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambohon Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor SO0}

____IH_‘-Z:isng - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 NMomor 153, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072

Undang — Undang Nomor 12 Tehun 2011 tenteng
Pernbentukean  Peraturen  Perundang - undangan
[Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembmran Negare Republik
Indonesia Nomor B23<);

Undang - Undang Nomor 13 Tabhun 2011 wentang
Pepangenan Faldr Miskin (lembaran Negara Fepublik
indonesia  Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negure Republile Indeonesia Nomor 3233);
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Undang - VUndang Nomor 24 Tabun 2011 tenlang
Hadan Penyelengsara Jaminan Sosial | Lembaran
Negars Republik Indonesia Talhnin 2011 Nomor |16,
Lembaran Mepgara Republik Indonesia Nomor 2356 ),

Perpturan  Pemerintabh Nomor 332 Tehun 1995
tentang  Tenaga Koschatan {Lembaran  Nogara
Republik  Indonesia  Tahun 1996 HNomor 49,
Tambuhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3637,

Peraturan Pemeriniah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lemmbaran Negara
Republik  Indoncsia Tahuorn 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4373);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ientang
Pedoman Pembinasn dan Pengawasan
Pornyvelengrarasn  Pemerintahan Daerah {Lembararn
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomoe 165,
Tambahan Lembaran Wegara Republik ndonesia
Nomor 4593);

Perataran  Frmerintah  Nomor 38 Tahun 2007
tentang  Pembagian  Lrasan Pomerintahan  Antarsa
Pemerintah, Pemerintahan  Dmerab Provinsi, dan
Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Wota {Lembaran
Negara Republik Indenesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4737},

Perpturan  Pemerintah Nomar 39 Tahun 20132
tenitang Peneyelengzarann  Kescjahteraan  Sosial
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2012
Maotnor 68, Tambahan Lembaran Negar: Republtk
Indenesia Nomor S294);

Lejaturan Pemeriplah Nomor 76 Tabhun 2013
tentang Perubahan Atas Perataran Pemerintah Nomor
101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantupan [aran
Jaminan Kesehatan { Lemburan Negara Republik
Indonesia Tehun 2013 Nomor 220, Tambahan
Lemboran Megara Republik Indonesia Nomor ST

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Derrbahan Keduse Atas Peroturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kcsebatan;

Feratutran Menteri Kesehatan Mormor
741/MENKES/PER/VII/2008  lentang  Siandss
Pelayvanean Minimel Bidang Hesehatar at

Kabupaten/ HKota;
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FEMUTUSEAN :

Penetapan Nama — Nama Peserte Feneriino. Program
Jaminan Kesshatan  Sumber Sakate Kabupaten
Peuisic Selatan Tahun 2017, Scbagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusen ini dan merupsken
bagian yang tidak dapat dipisahkan dar RKeputusan
Bupati ini.

Sasaran Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Sumbar Sakato Kabupaten Pesigir Sclatan Tahun
2017 adalah Maoyarakat Miskin Kabupaten Pesisir
Selatan yang tidak terdaftar peda Program Jauminan
Kesehatan Kartu Indonesia Sm! ai (KIS] di Kabupaten
Pesisir Sclatan.

Peserta Penerima Program Jaminan Keschatan
Sumbar Sakato Kabupaten Pesisir Sclatan Tahun
2017 berjumlsh 26.856 { dua puluh enam ribu
delapan ratus lima puluh enam ) Jiwa.

Peperta Fenerima Program Jaminan Kesehatan
sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mulai
berlaku sejok bulan Jerueri sampei dengan Desember

2017.

Segala biaya ymng timbad  sebagai  akibat
dikeluarkannya Keputusan iti dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Beianje Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggarar 2017 Dokumen
Pelokoenaan Anggaran Dinag Kesehatan Kabupaten
Pesigir Selatan.

Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal
ditetapkan




